BAB Il
PENUTUP
A.Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dapat ditarik kesimpulan bahwa dari 80
Responden telah melakukan pendaftaran peralihan hak guna bangunan karena jual
beli dari tahun 2004-2008 di Kecamatan Sewon Kabupaten Bantul karena telah
mengetahui tentang arti penting sertipikat hak guna bangunan sebagai alat bukti
hak yang kuat. Kesadaran masyarakat tentang pentingnya melakukan pendaftaran
peralihan hak guna bangunan karena jual beli ini disebabkan oleh beberapa faktor,
yaitu tingkat pendidikan yang relatif tinggi memungkinkan masyarakat untuk
mengakses informasi sehingga menimbulkan kesadaran hukum pada masyarakat
dan maraknya sosialisasi.dari pemerintah, dalam hal ini Kantor Pertanahan
Kabupaten Bantul.

Disamping itu meskipun masih minimnya pengetahuan masyarakat terhadap
pengaturan Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang
Pendaftaran Tanah namun masyarakat Kecamatan Sewon, Kabupaten Bantul
memahami bahwa dengan mendaftarkan tanah dan memiliki sertipikat hak guna
bangunan akan mewujudkan kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi
pemegang hak guna bangunan. Hasil penelitian di Kecamatan Sewon
menunjukkan bahwa belum pernah ada gugatan dari pihak lain terkait tanah yang

mereka kuasai, sehingga dapat disimpulkan bahwa peralihan hak guna bangunan
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(karena jual beli) telah mewujudkan perlindungan hukum setelah berlakunya
Peraturan Pemerintah Nomor-24 Tahun. 1997 tentang Pendaftaran Tanah di
Kecamatan Sewon, Kabupaten Bantul.
B. Saran

Adapun saran yang dapat diberikan dari hasil penelitian ini adalah perlu
adanya sosialisasi lebih lanjut kepada masyarakat Kabupaten Bantul terkait
pengaturan Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang
Pendaftaran Tanah yang mengatur tentang kemungkinan bagi pihak lain yang
merasa mempunyai hak atas tanah yang bersangkutan untuk mengajukan gugatan
dalam jangka waktu 5 tahun sejak diterbitkannya sertipikat. Hal ini penting selain
bertujuan untuk memberikan kesadaran hukum kepada masyarakat, juga bertujuan
melindungi kepentingan. pihak lain yang mempunyai hak atas tanah yang telah

dikuasai oleh orang lain tapi tidak- mengetahuinya.
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